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Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis kualifikasi tindak pidana perdagangan 

orang dengan eksploitasi seksual berbasis teknologi digital dan pertanggungjawaban 

pidana penyedia platform digital. Metode penelitian hukum normatif digunakan dengan 

pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi 

peraturan perundang-undangan yang dianalisis secara deskriptif, interpretatif, dan 

evaluatif. Hasil penelitian menunjukkan kualifikasi tindak pidana perdagangan orang 

dengan tujuan eksploitasi seksual berbasis teknologi digital tetap mengacu pada ketentuan 

perdagangan orang di mana teknologi digital berperan sebagai sarana yang memudahkan 

pelaku dalam perekrutan, pengaturan komunikasi, pengendalian, dan penguasaan hasil 

eksploitasi. Penyedia platform digital dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana 

apabila perannya melampaui penyediaan sarana netral dan terlibat langsung dalam 

rangkaian perbuatan perdagangan orang melalui kebijakan promosi, rekomendasi, 

monetisasi, atau fitur transaksi yang memperkuat eksploitasi. Penelitian ini 

merekomendasikan penguatan pedoman penafsiran unsur-unsur tindak pidana 

perdagangan orang dalam konteks digital dan pengaturan yang lebih jelas mengenai 

tanggung jawab platform digital. 

Kata Kunci: Perdagangan orang, Eksploitasi seksual, Platform digital, 
Pertanggungjawaban pidana, Teknologi digital 

Abstract: This research aims to analyze the qualifications of human trafficking crimes for 

sexual exploitation based on digital technology and the criminal liability of digital platform 

providers. Normative legal research methods were used with statutory and conceptual 

approaches. Primary legal materials include legislation analyzed descriptively, 

interpretatively, and evaluatively. The results show that the qualification of human 

trafficking crimes for sexual exploitation based on digital technology still refers to human 

trafficking provisions where digital technology serves as a means that facilitates 

perpetrators in recruitment, communication arrangements, control, and control of 

exploitation proceeds. Digital platform providers can be held criminally liable if their role 

exceeds providing neutral facilities and is directly involved in the series of human 

trafficking acts through promotional policies, recommendations, monetization, or 

transaction features that strengthen exploitation. This research recommends 

strengthening interpretation guidelines for elements of human trafficking in the digital 
context and clearer regulations regarding the responsibilities of digital platforms. 
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PENDAHULUAN  

Kehidupan manusia di era modern tidak terlepas dari arus globalisasi yang mempercepat 

mobilitas orang, barang, dan informasi, sekaligus melahirkan bentuk-bentuk kejahatan 

baru yang melintasi batas negara.[1] Kejahatan yang menyerang langsung martabat dan 

kehormatan manusia seperti perdagangan orang dan eksploitasi seksual telah mengalami 

transformasi signifikan dengan hadirnya teknologi digital. Hukum pidana berfungsi 

sebagai mekanisme pengendali sosial untuk menjaga martabat manusia serta memastikan 

bahwa praktik ekonomi dan penggunaan teknologi tidak berubah menjadi sarana 

eksploitasi seksual yang terorganisir.[2] 

Berbagai perkara pidana di Indonesia menunjukkan bahwa aplikasi percakapan seperti 

MiChat dimanfaatkan sebagai sarana penawaran jasa prostitusi terhadap perempuan 

maupun anak[3]. Pelaku merekrut, menampung, lalu memasarkan korban melalui akun 

aplikasi tersebut untuk tujuan eksploitasi seksual. Dalam praktik penegakan hukum, 

perkara-perkara ini tidak selalu dikualifikasikan secara sama. Sebagian diproses sebagai 

tindak pidana kesusilaan berdasarkan KUHP, sebagian lain dikenai pasal distribusi konten 

melanggar kesusilaan menurut UU ITE, sementara pada kasus tertentu jaksa dan hakim 

menggunakan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang.[4] 

Variasi dasar hukum tersebut memperlihatkan bahwa masih terdapat ketidakjelasan 

dalam pengkualifikasian eksploitasi seksual melalui platform digital sebagai tindak pidana 

perdagangan orang. UU PTPPO merumuskan tiga unsur utama yaitu proses, cara, dan 

tujuan yang secara eksplisit mencakup eksploitasi seksual sebagai salah satu bentuk 

eksploitasi yang dilarang[5]. Namun rumusan UU PTPPO, KUHP, dan UU ITE belum secara 

jelas mengatur bagaimana mengkualifikasikan rangkaian perbuatan perekrutan, 

penampungan, dan penawaran korban melalui aplikasi digital sebagai satu kesatuan tindak 

pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual[6]. 



Jurnal Legal Dialogica 
Volume I Issue 2 Tahun 2026 
 

Belum ada pula rumusan yang eksplisit mengenai posisi dan pertanggungjawaban pidana 

penyedia platform digital. Ketidakjelasan ini menimbulkan kekaburan norma yang 

berpotensi melahirkan disparitas penegakan hukum dan menurunkan efektivitas 

pemberantasan TPPO eksploitasi seksual berbasis digital[7]. Penelitian ini berbeda dengan 

penelitian sebelumnya yang berfokus pada aspek perlindungan korban atau penerapan 

hukum pidana secara umum. Penelitian ini secara khusus mengkaji kekaburan norma 

pengaturan TPPO eksploitasi seksual yang dilakukan melalui platform digital serta 

ketidakjelasan posisi dan pertanggungjawaban penyedia platform dalam kerangka hukum 

positif Indonesia. 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama: 

pertama, bagaimana kualifikasi tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan 

eksploitasi seksual berbasis teknologi digital; kedua, bagaimana pertanggungjawaban 

pidana penyedia platform digital dalam tindak pidana perdagangan orang di era digital. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan dan konseptual[8]. Pendekatan perundang-undangan dilakukan 

dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan. Pendekatan konseptual 

menganalisis doktrin dan teori hukum pidana dari para ahli untuk membangun kerangka 

pemahaman mengenai konsep eksploitasi seksual dan pertanggungjawaban pidana. 

Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan 

perundang-undangan yang mengikat, bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal 

ilmiah, dan karya akademisi di bidang hukum pidana, serta bahan hukum tersier berupa 

kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui 

studi kepustakaan dengan mengumpulkan, mengidentifikasi, dan mencatat bahan-bahan 

hukum secara sistematis[9]. 

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif-normatif menggunakan logika deduktif 

melalui tiga tahapan. Pertama, analisis deskriptif untuk memaparkan secara sistematis isi 

dari bahan hukum primer dan sekunder. Kedua, analisis interpretatif untuk menafsirkan 

dan mencari makna yang jelas dari norma hukum yang kabur atau ambigu. Ketiga, analisis 
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evaluatif-kritis untuk memberikan penilaian, kritik, dan rekomendasi terhadap norma dan 

implementasi hukum[10]. 

PEMBAHASAN  

Berdasarkan data yang diperoleh dari bahan hukum normatif termasuk hal-hal berikut: 

1. Kualifikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Tujuan Eksploitasi 

Seksual Berbasis Teknologi Digital 

Tindak pidana perdagangan orang merupakan perbuatan memindahkan manusia dari 

posisi subjek yang bebas menentukan pilihan menjadi pihak yang berada di bawah 

penguasaan orang lain untuk keuntungan tertentu[10]. UU Nomor 21 Tahun 2007 

memformulasikan perdagangan orang melalui tiga lapis unsur yaitu unsur tindakan, 

cara, dan tujuan, sejalan dengan Protokol Palermo PBB yang menempatkan eksploitasi 

sebagai fokus utama dari perdagangan orang[11]. 

Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan 

perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan 

seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, 

penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, 

penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat untuk tujuan mengeksploitasi 

orang tersebut dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 

15 tahun[12]. Eksploitasi dalam konteks ini mencakup eksploitasi seksual, yang 

didefinisikan sebagai segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh 

lain dari korban untuk mendapat keuntungan[13]. 

Dalam konteks teknologi digital, platform seperti aplikasi percakapan MiChat telah 

dimanfaatkan pelaku untuk melakukan rangkaian perbuatan TPPO. Teknologi digital 

berfungsi sebagai sarana yang mempermudah pelaku dalam tiga tahap krusial[14]. 

Pertama, tahap perekrutan dilakukan melalui fitur pencarian pengguna, ruang obrolan 

terbuka, dan kemampuan untuk mengirim pesan massal yang memungkinkan pelaku 

menjangkau korban potensial secara luas dan cepat. 
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Kedua, tahap komunikasi dan pengendalian di mana platform digital menyediakan 

kanal komunikasi terenkripsi yang mempersulit pelacakan oleh penegak hukum. 

Pelaku dapat menggunakan fitur chat pribadi, panggilan suara, dan video call untuk 

membangun kepercayaan korban, melakukan manipulasi psikologis, dan memberikan 

instruksi terkait aktivitas eksploitasi[15]. 

Ketiga, tahap transaksi dan penguasaan hasil eksploitasi. Platform digital memfasilitasi 

pembayaran melalui fitur transfer dalam aplikasi, dompet digital terintegrasi, atau 

koordinasi transaksi tunai. Pelaku juga dapat menggunakan platform untuk 

mempromosikan "layanan" korban kepada pelanggan potensial melalui profil, foto, dan 

deskripsi yang dapat diakses pengguna lain[16]. 

Dari perspektif kualifikasi hukum, perbuatan pelaku yang menggunakan platform 

digital untuk merekrut, menampung, dan memasarkan korban untuk tujuan eksploitasi 

seksual memenuhi seluruh unsur Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO. Unsur tindakan terpenuhi 

melalui perekrutan yang dilakukan via aplikasi dan penerimaan korban di lokasi yang 

ditentukan. Unsur cara terpenuhi melalui penipuan berupa janji pekerjaan palsu atau 

penyalahgunaan posisi rentan korban yang membutuhkan pekerjaan. Unsur tujuan 

eksploitasi seksual jelas terpenuhi ketika korban dipaksa melayani pelanggan untuk 

kepentingan finansial pelaku[17]. 

Teknologi digital dalam hal ini tidak mengubah substansi delik TPPO, melainkan 

berperan sebagai modus operandi baru yang memperluas jangkauan dan mempercepat 

proses eksploitasi. Kualifikasi hukumnya tetap mengacu pada UU PTPPO sebagai lex 

specialis, bukan UU ITE yang hanya mengatur aspek penyalahgunaan informasi 

elektronik. UU ITE dapat diterapkan secara kumulatif untuk perbuatan distribusi 

konten melanggar kesusilaan, namun tidak dapat menggantikan kualifikasi TPPO yang 

lebih komprehensif dalam menangkap esensi eksploitasi manusia[18]. 

 

2. Pertanggungjawaban Pidana Penyedia Platform Digital dalam Tindak Pidana 

Perdagangan Orang 

Pertanggungjawaban pidana penyedia platform digital dalam TPPO merupakan isu 

hukum yang kompleks karena melibatkan pertanyaan mendasar tentang batas 
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tanggung jawab intermediary dalam ekosistem digital. Dalam teori hukum pidana, 

pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya perbuatan yang memenuhi unsur 

tindak pidana (actus reus) dan kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan 

(mens rea)[19]. 

Platform digital pada dasarnya berperan sebagai intermediary yang menyediakan 

infrastruktur teknis untuk komunikasi antar pengguna. Dalam kerangka hukum 

Indonesia, UU ITE mengatur bahwa penyelenggara sistem elektronik tidak dapat 

dimintai pertanggungjawaban atas konten yang dibuat oleh pengguna, sepanjang 

platform tersebut bersifat pasif dan tidak terlibat dalam pembuatan atau pengeditan 

konten[20]. 

Namun doktrin safe harbor atau perlindungan dari tanggung jawab ini memiliki 

limitasi. Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada penyedia platform 

apabila terpenuhi kondisi-kondisi tertentu[21]. Pertama, keterlibatan aktif dalam 

rangkaian perbuatan TPPO. Platform dapat dianggap terlibat secara aktif jika terdapat 

bukti bahwa pengelola platform mengetahui penggunaan platform untuk TPPO namun 

tidak mengambil tindakan pencegahan yang memadai, bahkan mendapatkan 

keuntungan finansial dari transaksi eksploitasi tersebut. 

Kedua, kebijakan promosi dan algoritma rekomendasi yang memperkuat eksploitasi. 

Jika algoritma platform secara aktif merekomendasikan konten atau pengguna yang 

terkait dengan eksploitasi seksual, atau jika fitur pencarian dioptimalkan untuk 

memfasilitasi pertemuan antara pelaku dan korban potensial, maka platform telah 

melampaui peran pasifnya sebagai intermediary[22]. 

Ketiga, fitur monetisasi yang memfasilitasi transaksi. Platform yang menyediakan 

sistem pembayaran terintegrasi atau mengambil komisi dari transaksi yang terjadi di 

dalam platform dapat dianggap turut serta dalam perbuatan TPPO jika transaksi 

tersebut terbukti untuk tujuan eksploitasi seksual[23]. 

Keempat, kelalaian berat dalam menjalankan kewajiban due diligence. Meskipun tidak 

terlibat secara aktif, platform yang secara sengaja mengabaikan laporan pengguna 

tentang eksploitasi, tidak menyediakan mekanisme pelaporan yang efektif, atau tidak 

bekerja sama dengan penegak hukum dapat dianggap lalai secara berat[24]. 
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Dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi, platform digital sebagai badan 

hukum dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 55 dan 56 KUHP 

tentang penyertaan, serta doktrin vicarious liability dan corporate criminal liability 

yang telah diadopsi dalam berbagai UU khusus di Indonesia. Pertanggungjawaban 

korporasi dapat ditarik dari keputusan manajerial yang sengaja mengabaikan risiko 

eksploitasi demi keuntungan bisnis[25]. 

Untuk menentukan pertanggungjawaban pidana platform, perlu dilakukan pembuktian 

yang cermat terhadap beberapa aspek. Pertama, apakah platform memiliki 

pengetahuan actual knowledge atau constructive knowledge tentang penggunaan 

platform untuk TPPO. Kedua, apakah platform telah menerapkan sistem moderasi 

konten, verifikasi pengguna, dan mekanisme pelaporan yang memadai. Ketiga, apakah 

platform bekerja sama dengan penegak hukum dalam penanganan laporan TPPO. 

Keempat, apakah model bisnis platform secara struktural mendorong atau 

memfasilitasi eksploitasi. 

Dalam praktik penegakan hukum, pembuktian pertanggungjawaban platform digital 

menghadapi tantangan teknis dan yuridis. Tantangan teknis meliputi kesulitan 

mengakses data internal platform, enkripsi komunikasi, dan server yang berada di luar 

yurisdiksi Indonesia. Tantangan yuridis meliputi ketiadaan regulasi spesifik tentang 

kewajiban platform dalam mencegah TPPO, serta kesulitan membuktikan mens rea 

atau unsur kesengajaan dari entitas korporasi. 

KESIMPULAN  

Kualifikasi tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual berbasis 

teknologi digital tetap mengacu pada ketentuan perdagangan orang di mana teknologi 

digital berperan sebagai sarana yang memudahkan pelaku dalam melakukan perekrutan, 

pengaturan komunikasi, pengendalian, serta penguasaan hasil eksploitasi seksual. Unsur-

unsur tindak pidana perdagangan orang yaitu tindakan, cara, dan tujuan eksploitasi tetap 

terpenuhi dalam konteks digital, dengan platform berfungsi sebagai modus operandi baru 

yang memperluas jangkauan dan mempercepat proses eksploitasi. Penyedia platform 

digital dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila perannya melampaui 
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penyediaan sarana netral dan terlibat langsung dalam rangkaian perbuatan tindak pidana 

perdagangan orang melalui kebijakan promosi, rekomendasi algoritma, monetisasi 

transaksi, atau fitur yang secara aktif memperkuat perekrutan hingga kontrol terhadap 

korban. Pertanggungjawaban korporasi dapat ditarik dari keputusan manajerial yang 

sengaja mengabaikan risiko eksploitasi demi keuntungan bisnis. Pemerintah dan aparat 

penegak hukum perlu memperkuat penerapan peraturan terkait perdagangan orang pada 

modus berbasis teknologi digital melalui penyusunan pedoman penafsiran unsur-unsur 

yang menegaskan bahwa perekrutan, pengiriman, pemindahan, dan penerimaan dapat 

berlangsung melalui sarana digital, serta diperlukan pengaturan yang lebih jelas terkait 

tanggung jawab penyedia platform digital dalam mencegah dan menanggulangi tindak 

pidana perdagangan orang di era digital. 
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